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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Iqro Dwiatmojo 

NIM : 02011382126411 

Judul        : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang  

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri 

Prabumulih  

Dengan disahkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Gugatan Sederhana menjadi perhatian utama dalam hukum perdata, terutama dalam 

menangani kasus dengan nilai kerugian yang tergolong kecil. Penulisan Skripsi ini  

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektif nya gugatan sederhana di 

wilayah Pengadilan Negeri Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah 

empiris normatif. Teori yang digunakan mencakup teori kekuasaan kehakiman dan 

teori efektivitas hukum. Hasil analisis penyelesaian gugatan sederhana di 

Pengadilan Negeri Prabumulih telah terlaksana secara efektif yang mana perkara-

perkara gugatan sederhana yang masuk/ telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri 

Prabumulih mengalami peningkatan, penyelesaian gugatan sederhana dapat 

diselesaikan secara tepat waktu atau tidak lagi melebihi waktu 25 hari sebagaimana 

telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Dalam hal ini 

dapat ditangani dengan baik oleh Pengadilan Negeri Prabumulih baik dalam hal 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan gugatan 

sederhana tersebut maupun kesiapan sumber daya manusia dari petugas penerima 

pendaftaran sampai dengan Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai 

pelaksana dalam proses penyelesaian perkara Gugatan Sederhana.  

Kata Kunci : Gugatan, Hukum Acara Perdata, Gugatan Sederhana Nomor 4 Tahun 

2019.  
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BAB I     

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk individu, yang tidak bisa 

dilepaskan dari peran dan keterikatannya dalam kehidupan sosial bersama orang 

lain. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, Manusia akan berinteraksi 

antara satu sama lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus berinteraksi 

dengan manusia lain. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain 

untuk membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya, 

dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya karena 

manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu 

sama lain baik disadari atau tidak untuk selalu memenuhi kebutuhan dalam 

hidupnya. Menurut pemikiran salah satu tokoh besar filsafat, Aristoteles, manusia 

sejatinya adalah makhluk yang memiliki kecenderungan alami untuk hidup dalam 

kebersamaan, membentuk kelompok, dan menjalin hubungan sosial. Dalam 

keseharian, manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya seorang diri, 

karena pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial 

yang ditakdirkan untuk saling berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama.1   

 
1 Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), 

hlm. 83. 
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Ketika manusia saling berinteraksi maka akan menyebabkan dua hal, yaitu 

kerjasama atau konflik. Kerjasama yang terjadi atara individu dan kelompok akan 

berdampak baik apabila manusia saling membantu dalam kemanfaatan, melainkan 

konflik dapat memicu pertikaian dan perbedaan pendapat antara individu dan 

kelompok. secara etimologis istilah konflik berasal dari bahasa latin ”con” yaitu 

bersama dan ”fligere” yang artinya benturan atau tabrakan. Makna Konflik yang 

terjadi dalam kehidupan sosial adalah benturan atau tabrakan keinginan, 

kepentingan, pendapat dan lain sebagainya.2 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, sengketa merupakan semua hal yang dapat menyebabkan suatu 

perbeadan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.3 

Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan pengertian dari kata konflik yaitu 

ketika adanya suatu pertentangan atau ketidaksesuaian dari para terkait yang akan 

melakukan bisnis. Dari kata konflik itu sendiri kita bisa melihat, apakah konflik 

kepentingan, hukum, sosial dan lain lain atau konflik dalam melakukan bisnis atau 

saat melakukan perdagangan. Tentu saja yang paling sering terjadi ialah 

perselisihan dalam kegiatan bisnis saat sebelum para pihak melakukan perjanjian 

yang telah disepakati, contohnya ketika ada salah satu orang/pihak tidak bisa 

menjalankan kewajibannya, yang telah disepakati didalam perjanjian itu sendiri.4 

 

 
2 John.M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia 

Inggris, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.138. 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), hlm. 64. 
4 Joni Emirzon., Hukum Bisnis Indonesia, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2007), hlm. 423. 
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Di dalam masyarakat tentu saja memerlukan suatu metode atau mekanisme 

pengendalian sosial supaya semua hal yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan 

teratur. Jalannya kontrol sosial merupakan upaya yang dilakukan agar suatu proses 

yang telah direncanakan ataupun tidak direncanakan agar mendidik, mengajak, 

bahkan memaksa masyarakat supaya dapat beradaptasi bersama peraturan 

kehidupan bermasyarakat.5 

Dalam kegiatan kita tentu saja memiliki sebuah konflik atau perselisihan atau 

sengketa tetapi itu semua dapat diselesaikan secara hukum walau tidak mudah dan 

cepat. Ketika ada suatu sengketa masyarakat pastinya akan memilih jalur hukum 

atau judicial settlement dalam penyelesaianya. Di negara Indonesia, untuk 

melakukan penyelesaian sengketa secara hukum ada dua pilihan yang dapat 

ditempuh masyarakat ialah secara pengadilan dan diluar dari pengadilan. 

Penanganan perkara di dalam pengadilan merupakan suatu upaya pemecahan 

sangketa mesti ditempuh melalui tahap-tahapan di pengadilan, jadi karena itu 

membutuhkan proses yang amat panjang dan menguras biaya yang begitu besar. 

Sedangkan non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa hukum yang 

dilakukan diluar pengadilan atau yang sering kita kenal sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS). Yang sering kita ketahui dan dapat kita lihat, secara 

konvensional dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi seperti dalam perbankan, 

perdagangan, proyek pertambangan, minyak dan gas, infrastruktur dan sebagainya 

itu selalu menggunakan proses litigasi atau melalui pengadilan. Pada saat proses 

 
5 Mawar Sapanah. “Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat 

Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.,”  Media Hukum Indonesia Vol.2,No.3 Juni 2024., hlm 271  
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litigasi para pihak akan menempatkan mereka saling berlawanan, sebenarnya ketika 

suatu proses litigasi merupakan pilihan terakhir dari alternatif penyelesaian 

sengketa yang lain nya sudah tidak membuahkan hasil yang baik.6 

Dalam penyelesaikan sengketa, masyarakat lebih banyak menggunakan 

proses litigasi. Pada dasarnya Indonesia sebagai Negara hukum yang harus patuh 

pada aturan hukum yang dimana didalamnya peradilan memiliki kedudukan 

sebagai yang menjalankan kehakiman yang memiliki peran menjadi penekan akan 

semua kejahatan dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Peradilan tetap menjadi 

pilihan terakhir bagi masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan, 

menjadikannya sebagai badan yang berperan paling penting untuk menegakkan 

kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.7 

Pengertian gugatan adalah sebuah tuntutan yang diajukan seseorang sebagai 

penggugat terkait permasalahan perdata yang memiliki sengketa dua pihak atau 

lebih, yang disampaikan kepada Kepala Pengadilan Negeri yang dimana hakim 

akan memeriksa tuntutan apakah sudah sesuai dengan tata cara Hukum Acara 

Perdata maka akan menghasilkan keputusan terkait gugatan nya.8 

Perbedaan yang mendasar antara Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana 

ada pada klasifikasi dan nilai tuntutan nya.9  

 

 
6 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa., (Jakarta: Sinar Grafika., 2012), 

hlm.1. 
7 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian 

Sengketa. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 237. 
8 Zainal Asikin dan Muhammad Zainuddin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2015), hlm.19. 
9 Ridwan Pratama, “STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN SEDERHANA/ SMALL 

CLAIM COURT DAN GUGATAN BIASA” (Tesis Magister Universitas Lampung. 

Lampung,2023), hlm 31. 
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Tabel 1. 

Perbandingan Klasifikasi dan Nilai Tuntutan  

Klasifikasi dan Nilai Tuntutan 

Gugatan Biasa Gugatan Sederhana 

1. Menyediakan ruang untuk 

pengklasifikasian perbuatan yang 

melanggar hukum (PMH) dan 

pelanggaran kontrak (wanprestasi); 

2. Tuntutan ganti rugi mencakup 

kerugian baik materiil maupun 

immateriil tanpa adanya batasan 

jumlah tuntutan; 

1. Menyediakan ruang untuk 

pengklasifikasian perbuatan yang 

melanggar hukum (PMH) dan 

pelanggaran kontrak (wanprestasi); 

2. Tuntutan kerugian terbatas hanya 

untuk kerugian materiil dengan 

jumlah maksimum sebesar Rp. 

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta 

Rupiah). 

Sumber : Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana  

 

Pada proses penanganan perkara sengketa yang melalui pengadilan ini telah 

membuat menumpuknya perkara di dalam litigasi. Pada tahun 2017, banyak perkara 

yang menumpuk di Mahkamah Agung telah mencapai lebih dari 20.000 berkas 

sengketa yang hanya dikerjakan oleh 49 Hakim menyebabkan banyaknya putusan 

Mahkamah Agung yang seperti harus ”yang penting selesai” tanpa diperiksa oleh 

pertimbangan hukum yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan besarnya work lord 

oleh Hakim Agung yang ada menjadikan semua Hakim Agung ini banyak yang 

tidak teliti ketika memeriksa setiap berkas yang ada. Yang logikanya, semua ini 

pasti akan berdampak pada mutu dari putusan ini. Dan didalam kegiatan ini, lama 

persidangan dalam meneliti gugatan yang berada di Pengadilan 1a dapat menempuh 

waktu yang lama bisa mencapai 6 (enam) bulan. Bahkan belum terhitung bersama 

inspeksi banding dapat mencapai 1 tahun dan ditambah dengan inspeksi kasasi 
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mungkin bisa mencapai 2 hingga 3 tahun lamanya. Dan perlu diingat waktu ini 

belum dihitung sama lamanya masa eksekusi yang rumit. Jadi faktanya asas 

peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang murah itu cuman ”katanya” tidak ada 

praktek yang ada dimasyarakat. Dan inilah yang akan dihadapi masyarakat dalam 

mencari keadilan.10 

Pada dasarnya untuk penyelesaian perkara yang secara litigasi atau 

pengadilan yang dimana telah diatur pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam 

peradilan akan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.11 Prinsip ini 

mengacu pada aksesibilitas keadilan untuk semua warga negara agar proses hukum 

bukanlah menjadi beban untuk ekonomi dan waktu bagi pihak yang berperkara. 

Namun pada kenyataanya terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur 

dalam Undang – Undang. 

Masyarakat pada umumnya enggan menyelesaikan perkara melalui jalur 

pengadilan karena dalam perkara perdata dianggap tidak memberi keuntungan 

dalam sisi biaya maupun waktu. Perkara perdata yang tergolong perkaranya besar, 

melibatkan banyak pihak dan proses dalam pembuktiannya rumit tentu lebih di 

maklumi jika dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang panjang. Namun, 

jika skala perkaranya tergolong kecil tetapi dalam proses pembuktiannya juga harus 

menempuh tahapan serta lama waktu yang sama panjangnya dengan jenis perkara 

 
10 Tjoneng Arman, “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam 

Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya”, Jurnal Dialogia 

Iuridicia Vol.VIII Nomor 2 (April 2017), hlm.97. 
11 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 

Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 2. 
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dengan perkara besar yang menggunakan hukum acara perdata dalam HIR/RBg, 

maka tidaklah seimbang antara nilai perkara yang diperjuangkan dengan biaya, 

waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkaranya. 

Ibarat ”menuntut ayam hilang sapi” Istilah yang mirip dalam situasi penyelesaian 

sengketa perdata pada pengadilan. Makna dari ”menuntut ayam hilang sapi” yaitu 

jika seorang kehilangan ayam maka ia harus mengeluarkan biaya seharga sapi, 

artinya biaya proses lebih mahal daripada nilai perkara yang di tuntut. Dalam 

perkara perdata yang menempuh proses yang panjang dan prosedur yang harus 

ditempuh juga rumit mengakibatkan pengeluaran untuk biaya prosesnya semakin 

banyak dan menjadi mahal. Proses penyelesaian mengenai gugatan yang nilainya 

kecil perlu diatur tersendiri diluar hukum acara perdata yang berlaku secara 

umum.12 

Proedur penyelesaian perkara yang lebih murah dan cepat dapat memberikan 

dukungan dalam membantu masyarakat dari kalangan menengah kecil yang 

membutuhkan bantuan pengadilan. Dengan prosedur yang cepat dan mudah proses 

penyelesaian perkara antara pihak mendapatkan solusi yang diperlukan tanpa harus 

menghadapi kendala yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempercepat akses 

keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan 

lembaga yang bersangkutan.  

Ada Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang ditawarkan dalam merujuk 

penyelesaian konflik yang dilakukan diluar pengadilan. Beberapa diantaranya 

penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase 

 
12 Tjoneng Arman., Ibid., hlm 10.  



8 
 

 
 

dan sebagainya. Kelebihannya proses yang dilakukan lebih cepat, fleksibilitas dan 

biaya yang lebih rendah.13 Alternatif tersebut apabila dibandingkan dengan 

melakukan putusan melalui prosedur pengadilan dipandang memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat yang sah dan dapat dipaksakan karena bersifat final dengan 

memberi kepastian hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh lembaga aritbase 

dalam putusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila para pihak 

yang bersangkutan menandatangani perjanjian aritbase. Berbeda halnya dengan 

prosedur lembaga pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang dipaksakan 

tunduk dalam proses pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

bersifat sah serta mengikat tanpa perlu adanya perjanjian khusus.14 

Kecepatan dan efektivitas dalam menyelesaikan perkara hukum turut 

berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan terciptanya lingkungan 

investasi yang kondusif. Pelaku usaha kecil dan menengah sering kali 

membutuhkan peran lembaga peradilan ketika penyelesaian sengketa melalui jalur 

damai tidak membuahkan hasil, khususnya dalam hal penegakan kontrak yang 

mengalami kebuntuan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lebih 

dikenal dengan jalur litigasi menjadi solusi yang diharapkan oleh para pelaku 

bisnis. Penyelesaian perkara bagi pelaku bisnis dari kalangan menengah kecil 

melalui jalur litigasi ini kadang menjadi pertimbangan bagi pihak terkait karena 

memerlukan biaya yang banyak, sehingga dalam pengembangan finansialnya 

 
13 Wijaja dan Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2002), hlm 16.  
14 Muhamad Dzadit Taqwa dan Anangga W. Roosdiono. ”Badan Arbitrase, Proses Arbitrase, 

dan Pengadilan Negeri” diakses https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-

pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/ pada 

18 September 2024. 

https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/
https://law.ui.ac.id/badan-arbitrase-proses-arbitrase-dan-pengadilan-negeri-sebuah-distingsi-oleh-muhamad-dzadit-taqwa-dan-anangga-w-roosdiono/
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menjadi terhambat. Oleh sebab itu, diperlukan solusi atau jalan keluar dalam 

permasalahan tersebut. 15 

Dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut, lembaga peradilan 

mengatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang isinya menyatakan bahwa: ”Pengadilan membantu 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Makna dari 

sederhana pada pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah 

pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien serta efektif. Sementara yang 

dimaksud dengan biaya yang ringan adalah biaya yang ditanggung oleh pihak 

rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.16 

Maka dari itu Mahkamah Agung RI melakukan upaya dan usaha, salah 

satunya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 

tentang Tata Cara Panyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan dikeluarkannya 

Peraturan Mahkamah Agung  ini akan memudahkan masyarakat dalam persidangan 

yang lebih cepat dan sederhana, mungkin tidak bisa mencakup yang lebih luas dan 

terbatas dengan nilai materil maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

tentu saja pembuktiannya yang sederhana dan gugatan sederhana ini akan diperiksa, 

diputuskan oleh hakim tunggal yang lama waktu persidangannya 25 hari sejak 

sidang pertama. Tidak hanya itu masyarakat yang berperkara dapat melakukan 

 
15 M. Syarifuddin,  SMALL CLAIM COURT, (Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020), hlm 16 
16 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 

Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 4. 
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upaya banding karena tidak ada batasan dalam nilai gugatan tersebut, bahkan dapat 

melakukan kasasi dan juga Peninjauan Kembali. Target khusus Gugatan Sederhana 

ini bagi perkara sengketa bisnis atau kontrak atau lebih menuju pada Wanprestasi  

dan juga gugatan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang 

merugikan nilai materil sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Oleh 

karena itu gugatan sederhana ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam 

penyelesaian gugatannya di pengadilan.17 

Prabumulih, sebagai kota yang sedang berkembang, memiliki karakteristik 

sosial dan ekonomi yang unik. Kegiatan ekonomi masyarakat Prabumulih dalam 

berbagai kalangan kerap kali menimbulkan sengketa perdata. Oleh karena itu, 

sistem gugatan sederhana seharusnya menjadi solusi cepat dan terjangkau dalam 

menyelesaikan sengketa semacam ini. Namun, hingga saat ini masih belum banyak 

penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 4 

Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Prabumulih. Efekivitas pelaksanaan regulasi ini 

sangat penting untuk menjamin akses keadilan yang merata, cepat, dan biaya ringan 

bagi masyarakat lokal. 

Berdasarkan data yang didapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) di website resmi Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan data keseluruhan 

perkara gugatan sederhana yang diterima dan telah diputuskan oleh Pengadilan 

 
17 Pengadilan Negeri Blangkejeren “Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA 

No 4 Tahun 2019” diakses https://pn-blangkejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-

berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/ pada 30 Agustus 2024. 

https://pn-blangkejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/
https://pn-blangkejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/
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Negeri Prabumulih, dari dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 sampai saat 

ini bulan Agustus 2024 antara lain sebagai berikut :18 

Grafik 1. 

Presentase Efektivitas Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Prabumulih 

 
Sumber : tp://www.sipp.pn-prabumulih.go.id  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, banyaknya perkara yang masuk 

pada jalur Gugatan Sederhana ini masih terdapat keterlambatan atau masih lama 

nya jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri, didalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Panyelesaian Gugatan Sederhana yang 

mencakup kerugian dengan nilai materil maksimal Rp 500.000.000.- (lima ratus 

juta rupiah) dan gugatan sederhana ini akan diperiksa, diputuskan oleh hakim 

tunggal yang lama waktu persidangannya 25 hari sejak sidang pertama. 

Dari informasi yang telah ditunjukkan, sengketa gugatan sederhana yang 

telah diterima dan telah di tangani oleh Pengadilan Negeri Prabumulih sejak 

berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sejak disahkanya 

peraturan baru ini sampai dengan bulan agustus 2024 dapat dilihat bahwasanya 

 
18 Pengadilan Negeri Prabumulih diakses https://sipp.pn-prabumulih.go.id/list_perkara  pada 

14 Oktober 2024.  
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masih banyak perkara gugatan sederhana terdapat keterlambatan hasil putusan 

persidangan maka dari itu penulis tertarik dalam menjalankan penelitian lebih jauh 

terkait efektivitas dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang 

berada di Pengadilan Negeri Prabumulih, dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri 

Palembang” . 

B.   Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus 

utama dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan pada permasalahan 

berikut : 

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  2019 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri 

Prabumulih ? 

2. Apa faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan 

Negeri Prabumulih ? 

C.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa Efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di 

Pengadilan Negeri Prabumulih. 
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2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

di Pengadilan Negeri Prabumulih. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa dampak positif, baik bagi penulis maupun 

pembaca, melalui dua jenis manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata, dengan memberikan 

pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui 

prosedur gugatan sederhana di pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum 

atau masyarakat yang mencari keadilan, agar mereka dapat memanfaatkan prosedur 

gugatan sederhana dengan lebih efisien sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

a. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber pengetahuan tambahan bagi 

siapa saja yang tertarik menelusuri isu-isu serupa, sekaligus memperkaya 

literatur yang relevan dengan topik pembahasan.  

b. Bagi Penegak Hukum 

Hasil ini diharapkan memberi perspektif baru bagi aparat hukum dalam 

merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan penerapan hukum 
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berjalan secara optimal, sesuai dengan norma dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi praktis bagi masyarakat, 

khususnya mengenai prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri 

Prabumulih, sehingga publik lebih memahami proses hukum dan dapat 

mengakses keadilan secara lebih efisien dan mudah. 

E.  Ruang Lingkup 

Di dalam penulisan skripsi ini terdapat ruang lingkup yang meneliti tentang 

pelaksanaan Gugatan Sederhana yang berada di Pengadilan Negeri Prabumulih dan 

juga penyebab adanya kendala atau hambatan yang dikarenakan aparat penegak 

hukum atau dari masyarakat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana bila dilihat 

melalui pasal – pasal yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang – 

undangan yang relevan dengan masalah tersebut. 

F.  Kerangka Teori 

Landasan teoritis berfungsi sebagai pijakan konseptual yang merumuskan 

batas ruang lingkup teori-teori yang relevan dan digunakan untuk mendasari 

analisis dalam penelitian ini. Melalui kerangka ini, pembahasan tiap variabel yang 

menjadi fokus kajian akan disusun secara sistematis. Adapun teori-teori yang akan 

dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Teori Kekuasaan Kehakiman 

Pada dasarnya kekuasaan yang ada di Indonesia mengikuti paham trias 

politica di dalamnya kekuasaan itu terdapat tiga bagian: 19  

A. Kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-undang ;  

B. Kekuasaan Eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang ; dan  

C. Kekuasaan Yudikatif bertugas menindak perbuatan yang melanggar undang – 

undang. 

Dalam pandangan dari teori pemisahan kakuasaan Montesquieu, kekuasaan 

judisial memiliki fungsi menjaga supaya undang-undang benar-benar ditaati. 

Supaya fungsi nya dapat ditaati maka diperlukannya suatu Tindakan seperti 

ancaman hukuman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar undang-undang. 

Yang dimaksud dari menindak pelanggaran undang-undang itu seperti menerima, 

memeriksa, dan mengadili tingkah laku seseorang Dimana telah melanggar Undang 

– Undang.20 Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan di 

Indonesia memiliki kedudukan yang independen dan berperan penting dalam 

mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 1 dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari otoritas negara 

yang bersifat mandiri, yang diselenggarakan dengan landasan nilai-nilai Pancasila 

serta UUD 1945, demi terciptanya negara hukum di Indonesia.21 

 
19 Miriram Budiharjo., Dasar-dasar Ilmu Politik., PT. Gramedia., Jakarta.,2000., hlm.151. 

20 Hotma P.Sibuea., Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Krakatauw Book., Jakarta.2006 

hlm.10. 
21 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 

Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 1. 
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Dalam lingkup peradilan, pengadilan umum yang berada di bawah 

Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan perkara-perkara di bidang pidana dan 

perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.22 

Kewenangan dan struktur peradilan umum ini telah diatur secara khusus melalui 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang kemudian telah mengalami dua kali 

revisi, yaitu melalui UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009. 

Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Pasal 3, 

memberikan pengaturan rinci mengenai:23 

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh ;  

a. Pengadilan Negeri 

b. Pengadilan Tinggi 

2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada 

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 

Berdasarkan teori, konsepsi pada Negara hukum yang patuh terhadap hukum 

memegang kekuasaan tertinggi (the rule of law), status peradilan dianggap sebagai 

implementasi kekuasaan kehakiman yang bertugas menjadi penutup atau penekan 

dari semua pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu peradilan 

tetap menjadi tempat terakhir bagi yang ingin mendapatkan kebenaran dan 

keadilan, menjadikannya sebagai tempat yang bertugas untuk menegakkan 

kebenaran dan keadilan.24 

 
22 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 tahun 2009, LN NO. 157 

Tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 2.  
23 Indonesia, Undang-Undang Peradilan Umum, UU No. 49 tahun 2009, LN NO. 158 Tahun 

2009, TLN No. 5077. Ps. 3.  
24 M.Yahya Harahap., Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian 

Sengketa.,PT.Citra Aditya Bakti.,Bandung.,1997., hlm.237 
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2. Teori Efektivitas Hukum 

Pertama kita akan mengenal kata Efektivitas yang berasal dari kata efektif 

artinya telah mendapatkan keberhasilan dari yang telah dilakukan. Efektivitas itu 

sendiri pastinya tidak luput dari apa yang kita lakukan dengan hasil yang kita 

diharapkan telah dilakukan. Efektivitas yaitu kesanggupan melakukan tugas, 

fungsi, misi dari apa yang telah ditentukan yang didalamnnya tidak mendapatkan 

tekanan atau ketegangan antara pelakunya. Maka dapat digaris besar efektivitas 

hukum adalah pengukur efektivitas dengan kata lain telah diperoleh target atau 

harapan yang telah diiginkan sebelumnya sebagai alat ukur dimana suatu keinginan 

(sasaran) telah terlaksana seperti apa yang telah diharapkan.25 

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat dua pendekatan utama 

dalam memahami hukum. Di satu sisi, hukum dapat dipandang sebagai seperangkat 

norma yang menetapkan standar perilaku yang dianggap layak dan pantas. 

Pendekatan ini cenderung bersifat deduktif dan rasional, sehingga menghasilkan 

cara pandang yang bersifat normatif dan dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang 

melihat hukum sebagai pola tindakan yang terbentuk melalui kebiasaan sosial yang 

teratur dan berulang, yang dinilai melalui pendekatan empiris dan induktif. 

Perspektif ini menekankan bahwa hukum merupakan hasil dari praktik sosial yang 

konsisten dan terarah pada tujuan tertentu. 

Efektivitas hukum, dalam konteks ini, diukur melalui sejauh mana aturan 

hukum mampu memengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai 

 
25.Galih Orlando “EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA” 

Jurnal Pendidikan Agama dan Saint vol 6 no.1. (2022), hlm 50 

https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18
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dengan tujuan yang diharapkan. Ketika suatu aturan dianggap berhasil atau gagal, 

maka penilaian tersebut biasanya berkaitan dengan kemampuan hukum tersebut 

dalam membentuk tindakan yang sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku. 

Untuk mencapai efektivitas tersebut, hukum seringkali dilengkapi dengan berbagai 

bentuk sanksi baik bersifat negatif seperti hukuman, maupun positif seperti 

penghargaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dorongan psikologis dan sosial 

agar individu terdorong untuk menghindari perilaku yang merugikan serta memilih 

tindakan yang bermanfaat secara sosial.26 

Dalam kerangka penegakan hukum, Soekanto juga menyoroti bahwa 

keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor :27 

1. Faktor hukumnya sendiri, 

2. Faktor penegak hukum, yaitu aparatur hukum yang dapat memberi kepastian, 

keadilan, juga kemanfaatan hukum, 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum terutama sarana 

fisik yang mendukung fasilitas seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil,  

4. Faktor masyarakat, seperti penerapan undang-undang yang ada atau berlaku, 

5. Faktor kebudayaan menyangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku.  

Jadi untuk mencari tahu efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan 

 
26 Ibid, hlm 52 
27 Ibid, hlm 57 
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Negeri Prabumulih, yakni teori kekuasaan kehakiman dimana Pengadilan Negeri 

adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara perdata, maupun perkara pidana pada Tingkat pertama. 

Adapun cara penyelesaian perkara perdata yang dapat memudahkan Masyarakat 

untuk mencari keadilan terdapat penyelesaian yang lebih mudah simple yaitu jalur 

Gugatan Sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tidak hanya itu agar kita 

dapat mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan 

Negeri Prabumulih akan dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh 

Soerjono Soekanto mengenai teori penegakan hukum. 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini saya akan menerapkan jenis penelitian empiris dengan kata lain 

penelitian lapangan yaitu akan keefektivitas hukum yang dialami oleh setiap orang 

dalam hubungan berkehidupan bermasyarakat di perilaku nyata seperti, kaidah 

hukum atau normanya, aparatur penegak hukum itu sendiri; bisa jadi dari kesadaran 

yang ada pada Masyarakat itu dan mungkin dari sarana dan fasilitas yang dipakai 

petugas untuk penegakan hukum.28 

 
28   Muhaimin., ”Metode Penelitian Hukum” Mataram University Press. 2020. H.29. 
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2. Sifat Penelitian 

Didalam penelitian ini mengandung sifat eksplanatori dan juga sifat ekploratif. 

Eksplanatori yang berarti bertanggung jawab untuk menemukan mengapa suatu 

peristiwa melalui pembentukan hubungan sebab-akibat. Dalam pengertian ini, studi 

eksplanatori dapat menangani penentuan penyebab (penelitian pasca-fakta) dan 

efek (penelitian eksperimental) melalui pengujian hipotesis.29 Sedangkan 

eksploratif yaitu bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dari suatu masalah, 

supaya mendapatkan pemahaman lebih lanjut soal permasalahan yang ada. 

Eksploratif ini dirancang agar penulis mendapatkan ide-ide dan gagasan akan 

permasalahan inti dari  penelitian ini. 30 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Pada jenis dan sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini mengandung unsur yaitu 

primer dan sekunder yaitu ; 

1. Bahan Hukum Primer adalah data yang telah dimiliki, dari hasil penelitian yang 

ada dilapangan didalamnya akan berhubungan dengan permasalahan yang ingin 

dianalisis. Menjadikanya sumber pokok dari penelitian ini.31 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang didapatkan dari mencari, membaca, 

memahami, dan  menelusuri bahan-bahan hukum yang ada pada kepustakaan 

atau buku-buku yang telah dibuat oleh para ahli, yang memiliki sifat mendukung 

 
29 LP2M “Penelitian Eksplanatori ; Definisi,Karakteristik dan sejenisnya” diakses 

https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/ 

pada 10 september 2024. 
30.Sampoerna University, “Penelitian Eksploratif;Arti,Ciri,Contohnya” diakses 

https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-eksploratif-arti-ciri-dan-contohnya/  pada 10 

september 2024. 
31.Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), hlm.51. 

https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/
https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-eksploratif-arti-ciri-dan-contohnya/
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data primer.32 Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang – 

undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan, antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah   Agung, 

Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252. 

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 

Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327. 

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas   Undang 

– Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran 

Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359. 

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 

Lembaran Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379. 

5. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 

Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077. 

6. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. 

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Lembaran Negara Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. 

 
32 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Empiris, (Malang: Bayu Media 

Publishing, 2005), hlm. 242. 
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3. Bahan Hukum Tersier adalah Data yang didapatkan melalui kamus, 

encyclopedia, jurnal ilmiah dan lain-lain yang mendukung data primer dan 

sekunder.33 

4. Lokasi Penelitian 

Penelusuran terhadap permasalahan yang diangkat dalam studi ini akan difokuskan 

pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai tempat pelaksanaan 

observasi dan pengumpulan data utama.   

5. Teknik Penarikan Sampel 

Dalam pengambilan sampel ini akan menerapkan Purposive Sampling yang dimana  

akan dilakukan nya tanya jawab secara langsung pada Hakim dan juga Pejabat 

Pengadilan yang berada di Pengadilan Negeri Prabumulih. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Data primer yang dilakukan adalah melakukan Wawancara Langsung yang 

ditujukan pada Hakim atau Pejabat yang telah dipilih untuk menjawab atau 

membahas permasalahan yang ada pada penelitian. Dan juga akan dilakukannya 

Observasi atau pengamatan dalam mengumpulkan data dan menjelaskan keadaan 

yang berhubungan dengan permasalahan. Data Sekunder yang berisikan apa yang 

telah didapatkan dari data primer yang akan dikaitkan dengan data sekunder dan 

data tersier yang mengarah pada permasalahan penelitian sebagaimana 

dilakukannya studi kepustakaan.  

 
33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 14. 
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7. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, hasil yang ada dilapangan (primer)  dan data sekunder yang 

telah didapatkan maka peneliti akan menghubungkan data yang satu dengan data 

yang lainnya yang akan menghasilkan rincian pada obyek penelitian berdasarkan 

keadaan yang muncul dengan apa adanya.34 

Kemudian akan dianalisis dengan cara Deskriptif Kualitatif. Setelah peneliti 

mengumpulkan data ditahap awal ini maka akan melihat dan mendapatkan apa yang 

menjadi kunci atau benang merah yang mengarah pada permasalahan dengan jelas. 

Lalu akan dilakukan penarikan Kesimpulan dengan metode Induktif, yaitu 

pandangan dari peneliti akan fakta-fakta yang bersifat Khusus, selanjutnya akan 

dijadikan Kesimpulan yang bersifat umum.   

8. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dalam penarikan Kesimpulan skripsi ini, apa yang telah didapatkan dari data primer 

ataupum sekunder akan dilakukan secara sistematis agar mendapatkan jawaban dari 

permasalahan skripsi ini, agar mendapatkan jawaban dari permasalahan yang 

diteliti akan menggunakan metode deduktif yang melalui cara pandang dengan 

menyimpulkan bahan yang tadinya bersifat umum akan dijadikan bahan yang 

bersifat khusus.35

 

 

 

 

 
34 Suharsimi, prosedur penelitian, Cet 4 (jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.  
35 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2008), hlm 35. 
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